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Abstract: Abdullah Ahmad An-Na’im wants to understand Islam according to 
historical context at the time Islam all that rules were coming. The rule of Syaria, 
in every steps and in every period to ulama had proved that syaria was a kind of 
historical product which only compatible to the era, but there is no guarantee will 
be compatible for the modern era. Therefore, the way to understand syaria in this 
modern era is doing hermeunetic study, and it has proved that the An-Na’im the-
ory has changed the understanding of the pioneer`s ulama and even rejecting all 
the rules which had been qath’i by the ulama before. Beside that, Abdullah is the 
one of the international fighter in humanism`s rights. He is really assure that for 
this time syaria should be understand in international rights`s context. It is exist 
to create the equality and the widely acceptance in international world to existence 
of Islam with its syaria.
Keywords: Abdullah Ahmad al-Na’im, syaria, historical product, hermeunetic, 
the international fighter in humanism`s rights
DASAR PEMIKIRAN
Tujuan utama dari hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan 
menghilangkan kemudaratan1 bagi umatnya secara khusus dan bagi dunia se-
cara umum. Terma kemaslahatan ini sudah menjadi kajian ulama dari masa 
ke masa sehingga melahirkan berbagai pemikiran baru dalam rangka mereal-
isasikan tuntutan hukum Islam. Hal ini ditujukan agar setiap masalah dalam 
hukum Islam dapat diselesaikan dengan patokan kemaslahatan. Di antara ka-
* Staf pengajar STAIN Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi 
44 Al-Hurriyah, Vol. 15, No. 2, Juli-Desember 2014
Abdullah Ahmad An-Na’im dan Konsep Pemikiran Hukum Liberalisnya
jian ulama dalam hal ini adalah merumuskan teori maqashid al-syariah dan 
teori maslahah itu sendiri, yang pada hakikatnya ditujukan agar setiap kasus 
hukum Islam dapat diselesaikan dengan baik sehingga menghasilkan ketentu-
an hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Perhatian yang begitu besar dalam mencari format teori hukum Islam ju-
ga didasarkan kepada salah satu kaidah yang menyatakan bahwa hukum Islam 
(baca; syariat Islam) itu sesuai untuk semua masa dan tempat di mana hukum 
itu akan diterapkan. Hal ini juga diperkuat dengan kaidah hukum bahwa hu-
kum dapat berubah sesuai dengan masa, tempat, dan kondisi serta keadaan di 
mana hukum itu akan diterapkan.2 Atas dasar ini maka lahirlah berbagai teori 
yang mengacu kepada kaidah itu, di antaranya teori keillatan (alasan hukum), 
yang dapat diartikan sebagai pemberlakuan suatu hukum tergantung kepada 
alasan yang ditemukan dalam hukum itu sendiri, dan dengan berubahnya ala-
san, maka berubah pula hukum yang dihasilkan.3
Memperhatikan hal di atas, teori-teori yang dihasilkan oleh ulama klasik 
dalam mewujudkan kemaslahatan agaknya masih dalam batas yang dapat di-
pertanggungjawabkan dan dipenuhi dengan dalil-dalil yang cukup logis. Hal 
ini menjadikan teori mereka banyak dirujuk dan dijadikan pedoman dalam 
merumuskan hukum Islam, baik dalam menyelesaikan kasus-kasus yang tidak 
terdapat dalam nash maupun dalam menerapkan ketentuan hukum yang su-
dah ada dalam nash.
Mengingat hukum Islam [baca; syariat Islam] adalah ketentuan yang se-
suai dengan semua zaman dan tempat, maka para cendekiawan muslim kon-
temporer mencoba melihat kesesuaian hukum Islam itu dengan kondisi ke-
kinian. Hal ini terkadang dilandasi karena melihat pelaksanaan hukum Islam 
di tempat sang tokoh berada, dan terkadang dihubungkan dengan ketentuan 
hukum internasional yang sangat mengagungkan terma Hak Asasi Manusia 
(HAM). Yang menarik dari kajian ulama kontemporer ini adalah kritikan me-
reka terhadap hukum Islam yang sudah digariskan dalam al-Quran dan Sun-
nah ketika hukum itu tidak sesuai dengan ketentuan internasional tentang 
HAM. Misalnya Muhammad Shahrur4 yang terkenal dengan teori “batas” 
nya dalam pidana Islam. Dalam hal ini Syahrur bukan menolak ketentuan 
hukum pidana tentang potong tangan bagi pencuri, dera bagi pezina, hukum 
qishas bagi pembunuh, dan sebagainya, akan tetapi ia lebih memahami hal itu 
sebagai batas tertinggi dan bahkan batas itu tidak harus dilaksanakan sampai 
yang tertinggi itu. Begitu juga dengan Mahmud Mohammad Thaha5 yang ti-
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dak menerima diberlakukannya hukum Islam di negaranya karena dianggap-
nya sebagai pelanggaran HAM dan tidak murni ditujukan untuk Islam, tetapi 
karena kepentingan politik sesaat. Di samping itu terdapat tokoh lain seperti 
Fatima Mernissi6 dan Aminah Wadud7 yang sangat “getol” memperjuangkan 
kesejajaran perempuan dengan laki-laki sehingga memberikan penafsiran ter-
hadap berbagai ayat dan hadis Nabi SAW yang terkadang mengakibatkan ter-
tolaknya suatu nash secara materi.
Di samping tokoh-tokoh yang dibicarakan di atas, juga ada Abdullah Ah-
mad An-Na’im, yang dalam berbagai pendapatnya lebih banyak meneruskan 
pendapat dan perjuangan gurunya, Mahmud Muhammad Thaha. Tokoh ini-
lah yang akan dibicarakan dalam tulisan ini karena ia sudah mengembangkan 
teorinya tidak hanya melalui media cetak [baca; buku], tetapi juga mengun-
jungi negara-negara yang memberlakukan syariat Islam [walaupun sebagian, 
seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei]. Di samping itu ia juga termasuk 
tokoh yang lebih menjagokan ketentuan HAM dari ketentuan al-Quran dan 
Sunnah. Apabila dalam suatu hukum bertentangan dengan HAM, maka me-
nurutnya hukum itu tidak bisa lagi dipakai oleh umat Islam. Yang jelas para 
tokoh di atas merupakan tokoh-tokoh Islam liberal yang menginspirasi pemi-
kir-pemikir Islam liberal di Indonesia.
SEKILAS TENTANG ABDULLAH AHMAD AN­NA’IM
Abdullah Ahmad An-Na’im dilahirkan di negara Sudan pada tanggal 
19 November 1946. Setelah menamatkan sekolah menengah atas, An-Na’im 
melanjutkan studi S1 pada fakultas hukum jurusan hukum pidana di Univer-
sitas Khourtum, Sudan. Pendidikannya dilanjutkan di Universitas Cambrid-
ge, Inggris dan gelar doktor (Ph.D.) dari Universitas Edinburgh, Skotlandia.8 
Semasa menjadi mahasiswa, An-Na’im berkenalan dengan tokoh modernis 
kontroversial Sudan, Mahmud Mohammad Toha. Toha adalah dosennya di 
Universitas Khourtum dan juga pendiri Republican Brotherhood (persaudara-
an republik), salah satu partai Islam reformis yang berkecimpung secara ak-
tif dalam dinamisasi konstelasi perpolitikan di Sudan.9 Ia dikenal luas sebagai 
pakar Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM), dalam perspektif lintas budaya. 
Penelitiannya mencakup isu-isu ketatanegaraan di negeri-negeri Islam dan 
Afrika, di samping isu-isu tentang Islam dan politik. Dia juga menekuni riset-
riset lain yang difokuskan pada advokasi strategi reformasi melalui tranformasi 
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budaya internal. Saat ini An-Na-im bekerja sebagai professor Charles Howard 
Candler di bidang Hukum di Emory Law School, Atlanta, AmerikaSerikat.10
Gerakan-gerakan oposisi yang dilakukan oleh Toha, An-Na’im dan ke-
lompoknya mengalami puncaknya ketika rezim Numeiri melakukan Islamisasi, 
yaitu dengan cara memberlakukan syariah Islam (Islamic Law) sebagai hukum 
negara. Dalam hal ini, bukan berarti mereka tidak setuju dengan adanya pem-
berlakuan hukum Islam sebagai hukum negara, akan tetapi penolakan tersebut 
didasarkan pada asumsi bahwa pemberlakuan hukum Islam tersebut cende-
rung untuk memberi keuntungan secara politis pada kelanggengan rezimnya, 
bersifat sektarian, diskriminatif, intoleran dan bertentangan secara antagonis 
dengan standarisasi Hak Asasi Manusia.11
Sejak masa mudanya, An-Na’im tergolong pemikir dan penulis yang pro-
duktif, terutama berkenaan dengan pengartikulasian pemikiran Toha. Kondisi 
tersebut sangat bermanfaat bagi kelangsungan gerakan politik Republican Brot-
herhood, karena semenjak tahun 1970, Toha sudah dilarang untuk melakukan 
aktifitas politik di hadapan publik. Bila dicatat, An-Na’im sampai tahun 1995 
telah menyelesaikan kurang lebih tujuh buah buku, puluhan artikel yang ter-
sebar di jurnal-jurnal dunia dan puluhan makalah seminar.12 
Dilihat dari perjalanan ilmiahnya, sepertinya An-Na’im tidak pernah 
menjalani pendidikan keagamaan secara formal, dan disinyalir pengetahuan-
nya tentang keagamaan, khususnya hukum Islam dan metodologi hukum Is-
lam didapatkannya secara otodidak dan diskusi-diskusi dengan gurunya, To-
ha. Dari kutipan di atas juga dapat dikatakan bahwa munculnya pemikiran 
Toha, dan dilanjutkan oleh a-Na’im, ada kaitannya dengan paham politik 
yang dianutnya dan secara nyata mungkin berseberangan dengan kebijakan 
politik penguasa yang memberlakukan ketentuan hukum Islam dalam berba-
gai hal, termasuk pidana. Ketika hukum Islam diberlakukan secara kaffah di 
Sudan oleh penguasa Numeiri, Toha dengan pemikiran-pemikirannya men-
coba melemahkan dan melumpuhkan ketentuan itu. Agaknya gelar “murtad” 
yang didapatkannya sekaligus sebagai alasan ia dihukum mati adalah karena 
pemikirannya menolak hukum-hukum yang secara jelas termaktub dalam al-
Quran dan Sunnah dan menawarkan ketentuan lain yang menurutnya lebih 
manusiawi dan universal dari hukum Allah, yaitu HAM. Ide-ide pembaruan 
yang dibawa oleh Toha dan An-Na’im pada akhirnya berkesimpulan bahwa 
hukum Islam dalam segala dimensinya tidak dapat diubah hanya dalam ben-
tuk reformasi hukum, tetapi harus lebih jauh dari itu, yaitu dekonstruksi (me-
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rombak total) ketentuan syariah yang sudah baku. Untuk itu pemahamannya 
tentang syariah, dengan segala argumentasi yang dikemukakannya, jauh ber-
beda dengan ulama-ulama klasik.
POKOK­POKOK PEMIKIRAN AN­NA’IM
Pada dasarnya landasan berpijak dalam pemikiran An-Na’im bertitikto-
lak dari keharusan berlakunya hukum secara universal. Islam yang diagung-
agungkan sebagai agama universal dalam kenyataannya tidak bisa diaplikasikan 
secara universal. Ukuran yang dibuat untuk menetapkan hal itu adalah tidak 
adanya kesepakatan universal dalam menerima konsep hukum dalam Islam. 
Berdasarkan hal itu berbagai penafsiran dan teori baru dikemukakannya untuk 
merombak total hukum Islam agar dapat diterima dan sejalan dengan konsep 
universal yang dipahaminya. Berikut akan dikemukakan beberapa pokok pe-
mikiran An-Na’im berkenaan dengan konsep liberalnya.
SYARIAH HISTORIS DAN SYARIAH MODERN DALAM 
HUKUM PUBLIK
Ada dua agenda perubahan dalam hukum publik negara-negara Islam. 
Di satu sisi muncul tuntutan bagi pembangunan kembali syariah sebagai hu-
kum publik negara-negara Islam, namun di sisi lain, baik penduduk Muslim 
maupun non-Muslim dari negara tersebut telah mendapatkan keuntungan 
dari sekularisasi kehidupan publik. Jika syariah historis diterapkan sekarang, 
maka warga negara-negara Islam akan kehilangan manfaat yang paling ber-
makna dari sekularisasi. Selain itu hukum internasional dewasa ini, termasuk 
standar-standar hak-hak asasi manusia yang ditetapkan secara internasional, 
tidak dapat berdampingan bahu membahu dengan prinsip-prinsip syariah.13
An-Na’im memulai kajiannya dengan pemaknaan syariah bukan secara 
abstrak, tetapi kepada pengertian syariah seperti yang secara aktual berkem-
bang dan terkait langsung dengan pengalaman sejarah nyata umat Islam. Ini-
lah syariah yang oleh umat Islam tradisional dan fundamentalis hendak dite-
rapkan dalam kehidupan sekarang.14 Dari penelitiannya tentang syariah sejak 
masa Rasul sampai periode Abbassiyah, cukup beralasan untuk mengasumsikan 
bahwa formulasi syariah, sebagaimana sistem perundang-undangan lainnya, 
mengikuti tahap-tahap perkembangan umat. Penafsiran syariah dari sumber 
sucinya jelas merupakan produk proses sejarah intelektual, sosial dan politik 
umat Islam.15 An-Na’im tidak menolak al-Quran dan Sunnah sebagai sumber 
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syariah, tetapi ada hal-hal tertentu yang perlu dikritisinya berkenaan dengan 
pemberlakuan keduanya berhubungan dengan sejarah. Bahkan, ketika kedua 
sumber itu tidak menjawab kepentingan umat Islam secara umum, maka da-
lam sejarah ijtihad,Umar bin Khatab pernah tidak memberlakukannya sebagai 
sumber, seperti tidak memberikan zakat kepada muallaf dan tidak membagi 
harta rampasan perang kepada tentara. Jika kelompok ulama perintis, seper-
ti Umar, berbuat begitu, maka juga terbuka kesempatan bagi kaum Muslim 
kontemporer yang memiliki kemampuan untuk melakukan formulasi ushul 
al-fiqh dan berhak melakukan ijtihad sekalipun menyangkut masalah yang 
sudah diatur oleh teks al-Quran dan Sunnah secara jelas dan rinci, sepanjang 
hasil ijtihad itu sesuai dengan esensi tujuan risalah Islam.16
Berdasarkan hal itu, An-Na’im berpendapat bahwa selama umat Islam 
tetap setia pada kerangka kerja syariah historis, mereka tidak akan pernah be-
nar-benar mencapai tingkat keharusan pembaruan yang mendesak supaya hu-
kum publik Islam bisa berfungsi sekarang. Apa yang dikatakan adalah bahwa 
al-Quran dan Sunnah yang merupakan sumber syariah sebagai respon Islam 
terhadap realitas kongkrit masa lalu, harus pula merupakan sumber syariah 
modern sebagai respon Islam terhadap realitas kongkrit masa kini.17
Untuk mewujudkan idenya itu An-Na’im, sebagaimana gurunya, Toha, 
memaknai syariah dalam konteks historis dan berlaku hanya untuk zaman itu.18 
Pemberlakuan syariah historis untuk zaman modern ini hanya akan membawa 
kepada kelemahan hukum Islam dalam pandangan dunia. Sebaliknya, keten-
tuan syariah mesti dipahami sesuai dengan konteks modern. Oleh karena itu 
penafsiran ulang, bahkan penafsiran total, ketentuan-ketentuan syariah dalam 
al-Quran dan Sunnah merupakan sebuah keniscayaan.
Dalam kaitan inilah An-Na’im memperkuat teori gurunya, Toha, tentang 
konsep nasakh yang secara keseluruhan berbeda dengan konsep nasakh yang 
dipahami oleh ulama klasik, atau ulama yang diistilahkannya dengan ulama 
perintis. Dalam salah satu pernyataannya dikatakan to achieve that degree of re-
form, we must be able to set aside clear and definite texts of the Quran and Sunna 
of Medina as having served their transitional purpose and implement those texts 
of the Meccan stage wich were previously inappropriate for practical application 
but are now the only way to proceed (untuk mencapai tahap reformasi tersebut, 
kita harus sanggup menyingkirkan teks-teks al-Quran dan Sunnah Madinah 
yang jelas dan definitif karena mereka telah melaksanakan fungsi transisinya, 
dan selanjutnya mengimplementasikan teks-teks periode Mekkah yang sebe-
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lumnya tidak sesuai untuk tujuan aplikasi praktis akan tetapi sekarang menjadi 
satu-satunya yang harus ditempuh).19 Metodologi ini kemudian disebut evo-
lusi syariat yaitu “tafsir modern dan evolusioner terhadap al-Quran”. Secara 
ringkas evolusi syariat bisa dijelaskan sebagai berikut:
1. Ia adalah suatu pengujian secara terbuka terhadap isi al-Quran dan as-Sun-
nah yang melahirkan dua tingkat atau tahap risalah Islam, yaitu periode 
awal Makkah dan berikutnya Madinah. 
2. Pesan Makkah bersifat abadi, fundamental dan universal; sedang pesan 
Madinah sebaliknya. 
3. Syariat historis menjadikan ayat-ayat Madinah sebagai basis legislasi syariat 
dengan me-naskh (menunda pelaksanaan) ayat-ayat Makkah yang belum 
bisa diaplikasikan. 
4. Ayat-ayat Madinah saat ini tidak bisa diaplikasikan lagi karena berten-
tangan dengan nilai-nilai modern. 
5. Ayat-ayat Makkah harus difungsikan kembali sebagai basis legislasi syariat 
yang baru dengan me-naskh ayat-ayat Madinah. 
6. Di atas basis legislasi baru itu dibangun versi hukum publik Islam yang 
sesuai dengan nilai-nilai modern yang tidak lain adalah pencapaian ma-
syarakat Barat saat ini.20 
Menurut Na’im pendekatan ini perlu dilakukan karena pesan-pesan fun-
damental Islam itu terkandung dalam ayat-ayat makkiyyah, bukan madaniyyah. 
Adapun praktek hukum dan politik yang ditetapkan dalam al-Quran dan Sun-
nah periode Madinah, menurutnya, tidak merefleksikan pesan-pesan ayat-ayat 
makkiyyah. Berdasarkan hal itu tentu saja konsep An-Na’im ini perlu dikriti-
si. Di antaranya konsep nasakh bagi ulama klasik adalah jalan terakhir ketika 
ayat-ayat itu kelihatan bertentangan (ta’arudh) dan tidak bisa dikompromi-
kan dengan jalan lain. Jadi tidak bisa langsung dan asal me-nasakh ayat-ayat 
Makkiyyah dengan ayat-ayat Madaniyyah. Apalagi model konsep nasakh-nya 
Na’im yang membalik proses nasakh, ayat yang turun lebih awal (makkiyyah) 
men-nasakh ayat yang turun belakangan (madaniyyah), ini tentu sulit diteri-
ma. Kalau dibandingkan dengan teori nasakh yang digagas Toha dan diadopsi 
oleh Na’im, konsep nasakh yang disusun oleh para ulama terlihat lebih baik 
secara metodologi, lebih komprehensif dan utuh. Dan sebaliknya konsep na-
sakh-nya Na’im terlihat mentah, dangkal dan prematur. Hal ini terlihat, misal-
nya, adanya dikotomi ayat-ayat makkiyyah yang dianggap sebagai ayat utama, 
sementara ayat-ayat madaniyyah sebagai ayat tambahan. Hal ini tentu tidak 
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ada dasarnya sama sekali dan menunjukkan ketergesa-gesaan atau pemaksaan 
dalam mengambil kesimpulan atau memang karena kedangkalan Na’im ten-
tang ilmu al-Quran.
Karena dasar-dasar yang digunakan Na’im untuk membangun metodolo-
gi evolusi syariatnya (yaitu konsep makkiyyah-madaniyyah dan konsep nasakh) 
masih banyak mengandung kejanggalan-kejanggalan secara ilmiah, maka me-
todologinya pun sulit diterima secara ilmiah dan akan menimbulkan banyak 
pertanyaan bila diterapkan saat ini.
KRITIK TERHADAP TEORI PERBUDAKAN 
Suatu prinsip yang dipegang oleh An-Na’im adalah bahwa jika umat Is-
lam menerapkan syariah yang historis, mereka tak akan dapat menggunakan 
hak-haknya untuk menentukan diri sendiri, tanpa mengorbankan hak-hak 
orang lain. 21 Perbudakan merupakan salah satu rintangan paling serius ba-
gi keinginan manusia untuk bebas, karena HAM universal didasarkan kepa-
da dua kekuatan utama yang mendorong semua tingkah laku manusia, yaitu 
keinginan untuk hidup dan kehendak untuk bebas.22 Perbudakan jelas tidak 
diperkenalkan oleh syariah, karena sudah menjadi norma seluruh dunia pada 
waktu itu. Syariah mengakui perbudakan sebagai institusi dengan membatasi 
sumber-sumber yang menambah perbudakan dan memperjuangkan pembeba-
san budak dengan berbagai cara, baik cara agama maupun kemanusiaan. Akan 
tetapi perlu diketahui bahwa sampai saat ini syariah tetap mengakui dan men-
sah-kan perbudakan. Mungkin saat ini tidak mungkin disetujui pelembagaan 
resmi lembaga perbudakan di negara Muslim.
Jika dilihat ayat-ayat al-Quran dan Sunnah, tidak satupun ayat dan Hadis 
yang secara langsung menunjukkan bagaimana menjadikan seseorang sebagai 
budak. Satu-satunya cara yang dapat menyeret seseorang menjadi budak adalah 
karena kekalahan dalam peperangan. Islam memang tidak dapat mengelak dari 
situasi saat itu dan tidak punya pilihan lain kecuali mengakui institusi perbu-
dakan.23 An-Na’im tidak menyalahkan umat Islam awal yang menerima lem-
baga perbudakan dalam konteks historis mereka, tetapi dalam konteks historis 
yang berbeda [baca; era modern], umat Islam kontemporer harus menentang 
perbudakan dan menghapuskannya.24 Hal ini disebabkan oleh karena dalam 
menerima kelanjutan perbudakan sebagai institusi yang sah menurut hukum 
syariah sepenuhnya melanggar hak-hak paling asasi dan paling universal dan 
bukan merupakan ajaran murni Islam.25 Oleh karena itu cara penghapusan 
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perbudakan di muka bumi harus dengan hukum sekular, bukan hukum syari-
ah, karena walaupun kalangan Muslim menolak lembaga perbudakan, tetapi 
ia tetap merupakan bagian hukum agama mereka.26
DISKRIMINASI GENDER DAN AGAMA
Sesuai dengan pesan ayat-ayat makiyyah, Islam tidak membedakan an-
tara jenis kelamin, keagamaan, ras, dan lain-lain. Pesan itu ditandai dengan 
persamaan antara laki-laki dan perempuan dan kebebasan penuh untuk me-
milih dalam beragama dan keimanan tanpa adanya ancaman atau bayangan 
kekerasan dan paksaan apapun.27 Akan tetapi pada periode Madinah ketentu-
an al-Quran dan Sunnah mulai membedakan antara laki-laki dan perempu-
an, umat Islam dan non-Islam dalam status hukum dan hak mereka di depan 
hukum. Misalnya surat al-Nisa’ yang secara umum berisi aturan-aturan yang 
rinci dalam bidang perkawinan, perceraian, waris, dan semacamnya dengan dis-
kriminasi terhadap perempuan. Di antaranya ayat 34 yang menyatakan bahwa 
laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan. Ayat ini menjadi dasar bagi ahli 
hukum perintis untuk mendiskualifikasi perempuan dalam jabatan publik.28 
1. Pada akhirnya diskriminasi terhadap perempuan, begitu juga non-Muslim 
terjadi dalam kebanyakan hukum keluarga, yaitu:
2. Seorang laki-laki Muslim boleh mengawini perempuan kristen atau Ya-
hudi, tetapi laki-laki Kristen atau Yahudi tidak boleh mengawini perem-
puan Muslim.
3. Perbedaan agama adalah penghalang untuk mendapatkan warisan, se-
hingga seorang Muslim tidak akan dapat mewarisi maupun mewariskan 
kepada non-Muslim.
4. Laki-laki Muslim dapat mengawini hingga empat perempuan dalam wak-
tu bersamaan, tetapi perempuan Muslim hanya dapat kawin dengan seor-
ang laki-laki dalam waktu bersamaan. Menurut An-Na’im, dengan adanya 
teks lengkap dan konteks ayat-ayat dibicarakan [lihat QS. al-Nisa’: 129], 
suatu prinsip penafsiran baru harus digunakan agar poligami dibatasi se-
cara hukum dan laki-laki-perempuan memiliki kesamaan mutlak di depan 
hukum. Dalam konteks syariah historis, perempuan tergantung kepada 
laki-laki untuk keamanan dan kesejahteraan ekonomi. Karena jumlah pria 
sedikit akibat perang pada abad VII, maka yang terbaik bagi perempuan 
adalah dimadu daripada menjadi perawan tua. Mirip dengan itu, bagian 
dari QS. al-Baqarah: 228 yang menyatakan bahwa pria memiliki derajat 
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yang lebih tinggi dibanding perempuan harus juga dilihat dalam konteks 
sejarah, dan tidak memiliki konsekwensi hukum dalam konteks modern.29
5. Seorang laki-laki Muslim dapat menceraikan istrinya, atau seorang dari 
istri-istrinya dengan meninggalkan begitu saja tanpa akad, tanpa berke-
wajiban memberikan berbagai alasan atau pembenaran tindakannya. Se-
baliknya seorang perempuan Muslim dapat bercerai hanya dengan kerela-
an suami atau dengan surat keputusan pengadilan yang mengizinkannya 
dengan dasar-dasar khusus, seperti ketidakmampuan suami dan keengga-
nannya untuk mengurus istri.
6. Dalam kewarisan, seorang perempuan Muslim menerima bagian lebih se-
dikit dari bagian laki-laki ketika keduanya berada pada tingkat yang sama 
dalam hubungannya dengan orang yang meninggal.30 
Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa sudah terjadi diskriminasi atas 
dasar agama dan gender di bawah syariah yang telah melanggar penegakkan 
hak-hak asasi manusia dalam hukum perdata.
Sementara itu diskriminasi terhadap wanita dan non-Muslim juga terjadi 
dalam berbagai lapangan pidana. Hukum pidana syariah membedakan warga 
negara berdasarkan gender dan agama. Misalnya diyat atas korban perempu-
an atau dzimmi tidak sebanyak diyat untuk korban seorang laki-laki Muslim. 
Di samping itu harga seorang dzimmi tidak dinilai dengan cara yang sama de-
ngan harga seorang Muslim.31 Tidak hanya itu, dalam hal pembuktian pidana 
pun terdapat diskriminasi di mana hukum pidana syariah membedakan sak-
si berdasarkan jenis kelamin dan agama. Kesaksian wanita Muslim dan non-
Muslim tidak diterima dalam kasus-kasus hudud dan qisas, dan dalam kasus 
perdata untuk untuk diterimanya kesaksian wanita diperlukan dua orang wa-
nita untuk satu kesaksian.32
Secara umum terlihat berbagai ketidak adilan dalam pandangan An-
Na’im dalam hukum pidana dan perdata Islam terhadap wanita Muslim dan 
orang-orang non-Muslim. Jika dihubungkan dengan hak-hak asasi manusia 
yang dipahami secara universal saat ini, maka ketentuan hukum syariah tidak 
dapat menyesuaikan diri dengan kondisi itu. Akibatnya An-Na’im mengata-
kan bahwa piagam PBB merupakan sumber terbaik bagi apa yang oleh studi 
ini disebut sebagai “sumber-sumber dan prinsip-prinsip hukum internasional”. 
Piagam PBB adalah suatu perjanjian yang secara sah mengikat hampir seluruh 
negara di dunia, termasuk semua negara Islam modern.33
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PIDANA MURTAD
Konsep pidana dalam Islam pada dasarnya dapat dibedakan kepada ti-
ga kategori, yaitu hudud, qisas, dan ta’zir. Aturan-aturan dan ruang lingkup 
masing-masing pidana ini telah dibahas oleh ulama sebelumnya. Yang menja-
di fokus pembicaraan di sini, untuk melihat salah satu bentuk pemikiran An-
Na’im adalah tentang tindak pidana yang tidak ditentukan hukumnya dalam 
al-Quran dan Sunnah, yaitu al-sakr (mabuk) dan al-riddah (murtad). Hal ini 
menurut al-Na’im dapat dilihat dari perbedaan pendapat yang luas di kalangan 
ulama yang memasukkan jumlah cambukan tertentu untuk dikenakan sebagai 
hukuman bagi si pemabuk. Oleh karena itu dihubungkan dengan kasus al-sakr 
ini lebih kepada contoh pelanggaran pidana ta’zir, bukan had.34
Begitu pun dengan riddah (keluar dari Islam), walaupun dikecam oleh 
Allah dalam al-Quran dengan kata-kata yang keras, namun al-Quran tidak me-
netapkan hukuman apapun untuk riddah. Akan tetapi mayoritas ahli hukum 
Islam mengklasifikasikannya sebagai had yang bisa dihukum mati seperti yang 
disebut dalam Sunnah. Sepertinya hal ini melanggar hak-hak asasi kebebasan 
beragama yang didukung oleh al-Quran dalam sejumlah ayat. Di samping itu 
An-Na’im melihat dari tingkat kekejaman hukuman yang ditentukan untuk 
pidana syariah dan konsekwensi-konsekwensi negatif pelaksanaannya, maka 
sebaiknyalah untuk membatasi persyaratan keniscayaan hukuman hudud ter-
hadap pelanggaran-pelanggaran yang hukumannya disebutkan secara khusus 
dalam al-Quran. Jika hal ini harus menjadi kriteria, maka hudud hendaknya 
dibatasi pada empat pelanggaran saja, yaitu sariqah, harabah, zina, dan qadzaf.35
Pembahasan tentang pidana riddah begitu kompleks, tidak hanya dari sisi 
bertentangan dengan hak-hak asasi manusia dalam beragama, tetapi juga ter-
hadap proses dan siapa yang berhak menjatuhkan vonis murtad tersebut, dan 
lebih jauh lagi siapa yang berhak mengeksekusinya. An-Na’im mencontohkan 
dengan vonis murtad yang yang dijatuhkan oleh Ayatullah Ali Khameini terha-
dap Salman Rusdi dan menfatwakan kepada Muslim di seluruh dunia untuk 
membunuh Salman Rusdi. Suatu hal yang aneh, menurut An-Na’im, seorang 
warga negara Inggris, divonis murtad oleh seorang pemimpin negara Islam.
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NEGARA SEKULER
Jika dicermati pemikiran al- Na’im selama ini, sebenarnya tidak ada yang 
baru. Ia hanya ingin menegaskan kembali apa yang pernah diungkapkannya 
dalam karyanya Towards an Islamic Reformation (1990) yang intinya menolak 
intervensi negara dalam penerapan syariat Islam [baca; tidak ada negara Islam; 
pen] karena hal itu dinilainya bertentangan dengan sifat dan tujuan syariat itu 
sendiri yang hanya bisa dijalankan dengan sukarela oleh penganutnya. Me-
nurut An Naim, syariah akan kehilangan otoritas dan nilai agamanya bila di-
terapkan melalui negara. Ia menekankan perlunya menjaga netralitas negara 
terhadap agama dan pemisahan secara kelembagaan antara Islam dan negara, 
agar syariah bisa berperan positif dan mencerahkan bagi kehidupan umat dan 
masyarakat Islam.36
Dalam berbagai hal, ide An Naim ini sangat absurd, sebab beberapa 
perangkat hukum dalam syariah Islam meniscayakan campur tangan negara, 
untuk mencegah terjadinya kekacauan dan keonaran. Dalam pelaksanaan hu-
kum kriminal, pengaturan ekonomi, pernikahan, talak, wasiat, dan lain seba-
gainya, rasanya sulit membayangkan negara untuk tetap netral. Di Indonesia 
saja, urusan pendidikan Islam, pernikahan, zakat, haji, pemakaman Islam, wa-
kaf, dan sebagainya, telah melibatkan campur tangan negara, dan itu berjalan 
biasa-biasa saja.37
An-Na’im selanjutnya menegaskan relativitas syariah, karena ia merupa-
kan produk pikiran manusia terhadap al-Quran dan Sunnah, dan oleh sebab 
itu ia tidak bisa terlepas dari pengaruh ruang dan waktu, konteks historis, so-
sial, dan politik penafsirnya. Syariah dengan demikian tidak suci, apalagi ke-
kal dan permanen yang bisa berlaku untuk semua waktu dan tempat. Di sini 
An-Na’im seolah-olah mengasumsikan bahwa setiap orang memiliki kemam-
puan mengakases, memahami, dan berinteraksi dengan al-Quran dan Sunnah. 
Pemahaman relativisme dan desakralisasi syariah semacam ini sangat berbaha-
ya. Sebab, akan berimplikasi pada pemikiran bahwa agama itu sendiri adalah 
hasil kreasi manusia. Artinya, Islam adalah produk rekayasa pikiran manusia. 
Pendapat ini sangat berimplikasi panjang. Ia bukan hanya menegasikan nilai 
kesakralan agama.38
An-Na’im memang menawarkan kemungkinan penerapan syariah me-
lalui jalur demokrasi. Ia mengatakan bahwa untuk menjadikan hukum Islam 
sebagai peraturan dan hukum publik, ia hendaklah mendapatkan approval dari 
apa yang disebutnya sebagai public reason. Bagaimanapun, Naim dengan cepat 
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mengikatnya dalam bingkai konstitusionalisme modern dan prinsip HAM in-
ternasional. Sepintas konsep An-Na’im ini seperti logis dan menyejukkan. Ia 
memberikan angin segar bagi umat Islam untuk menjalankan syariahnya. Apa-
lagi Na’im dengan tegas menyatakan bahwa setiap perundangan dan peraturan 
publik haruslah merefleksikan keyakinan dan nilai-nilai masyarakatnya. Logi-
kanya, jika publik menghendaki penerapan hukum qishash, hudud, poligami, 
dan berbagai produk hukum lain yang selama ini dikecam keras, seharusnya 
hukum itu diadopsi dan dijadikan peraturan serta hukum publik. Tapi ternyata 
An-Na’im menolak hal tersebut. Karena dalam penilaiannya, hukum-hukum 
tersebut bertentangan dengan norma, nilai, dan prinsip HAM.39
Di sini An-Na’im terlihat tidak konsisten. Pada satu sisi ia menginginkan 
demokrasi, tapi pada tarikan napas yang sama ia juga bersifat otoriter, karena 
memaksakan sesuatu yang tidak diinginkan masyarakat. An-Na’im juga terli-
hat tidak konsisten dalam mengapresiasi prinsip HAM. Apa yang mendorong 
An-Na’im mengabsolutkan dan mengidealkan International Convention of Hu-
man Rights. Bukankah ia juga produk pikiran manusia yang dipengaruhi oleh 
setting sosial-politik dan kerangka filosofis religius sekuler para pencetusnya. 
Atas alasan apa An-Na’im kemudian menjadikan HAM tersebut memiliki ke-
kuatan hukum yang mengikat (binding) atas masyarakat dunia lain. Bukan-
kah An-Na’im percaya bahwa sebuah hukum harus lahir dari nilai masyarakat 
itu sendiri? Bukankah pemaksaan convention ini sama dengan pengingkaran 
atas nilai-nilai yang diyakini masyarakat. Karena itu, mencermati pemikiran 
An-Naim semacam ini, sungguh mengherankan jika ada cendekiawan Islam 
mengatakan bahwa konsep An-Na’im ini sangat cocok diterapkan di negara 
Muslim, termasuk Indonesia.
KESIMPULAN
Dari pembahasan-pembahasan di atas ide-ide pembaruan yang dicetus-
kan oleh Abdullah Ahmad An-Na’im pada dasarnya dapat disimpulkan ke 
dalam dua hal:
1. Abdullah Ahmad An-Na’im ingin memahami Islam sesuai dengan kon-
teks historis ketika Islam dengan seluruh perangkat aturannya diturun-
kan. Hukum syariah dalam setiap tahapan dan setiap generasi ulama yang 
memahaminya telah membuktikan bahwa syariah adalah produk historis 
yang cocok untuk untuk zaman dan periode itu, tetapi belum tentu cocok 
untuk konteks modern. Oleh karena itu cara memahami hukum syariah 
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dalam konteks modern ini adalah dengan melakukan kajian hermeunetik, 
dan terbukti teori hermeunetik An-Na’im telah mengubah bentuk pemaha-
man ulama-ulama perintis dan bahkan hampir menolak ketentuan-keten-
tuan yang sudah dianggap qath’i oleh ulama sebelumnya.
2. Abdullah Ahmad An-Na’im adalah salah seorang pejuang HAM Interna-
sional. Seluruh ide dan pemikirannya sepertinya didedikasikannya untuk 
menyelaraskan ketentuan hukum syariah dengan HAM Internasional. 
Bahkan ia meyakini, untuk saat ini hukum syariah harus dipahami dalam 
konteks HAM Internasional. Hal ini untuk menciptakan kesejajaran dan 
penerimaan yang lebih luas di kalangan dunia internasional terhadap ek-
sistensi Islam dan hukum syariahnya. [ ]
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